
 

 

 

 

BUPATI SLEMAN 

DAERAH  ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR   31  TAHUN 2022 

  TENTANG 

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 – 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang   :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis Badan 

Layanan Umum Daerah  ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati; 

 b.  bahwa Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 sebagai landasan 

kebijakan dalam pencapaian visi dan misi yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan 

Layanan Umum Daerah Kabupaten Sleman              

Tahun  2021-2026; 

Mengingat   :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

   



  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020  

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

 4.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 

tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                       

Nomor 1046); 

 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman                          

Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005   

Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sleman Nomor 174); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman                       

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman          

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman 

Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sleman  Nomor 174);  

 9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.1 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pengelolaan Kepegawaian Badan Layanan 

Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 



Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman                  

Tahun 2022 Nomor 2.1); 

 10.  Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita 

Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 25); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN SLEMAN 

TAHUN 2021 – 2026. 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 

fleksibilitas dalam pola pengelolaan  keuangan sebagai pengecualian dan 

ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

2. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 

disebut Renstra BLUD adalah dokumen perencanaan 5  (lima)  tahun  

yang  disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan 

mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan 

menggunakan teknik analisis bisnis. 

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 

Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sleman untuk periode      

5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. 

4. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah 

dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan 

sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.  

5. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena 

dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat 



penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan 

menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di 

masa yang akan datang.  

6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.  

7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.  

8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 5 (lima) Tahunan.  

9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya 

tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Satuan 

Kerja Perangkat Daerah.  

10. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas 

pembangunan Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai 

sasaran.  

11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja 

untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi 

isu strategis Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan 

secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 

13. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 

14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. 

15. Bupati adalah Bupati Sleman. 

16. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. 

17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah 

satuan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas atau Badan. 

18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Penguatan Modal yang 

selanjutnya disingkat UPTD PDPM adalah unsur pelaksana tugas teknis 

operasional dan penunjang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Sleman. 

19. Rumah Sakit Umum Daerah Sleman yang selanjutnya disebut RSUD 

Sleman adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman. 

20. Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan yang selanjutnya disebut RSUD 

Prambanan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan. 



21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 

unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sleman. 

22. Laboratorium Kesehatan disebut UPTD Laboratorium Kesehatan adalah 

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. 

BAB II  

KEDUDUKAN RENSTRA BLUD 

Pasal 2 

(1) Renstra BLUD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD 

Tahun 2021-2026. 

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD 

dalam penyusunan Rencana Kerja dan RBA BLUD. 

Pasal 3 

Renstra BLUD berlaku untuk BLUD di Kabupaten Sleman. 

BAB III 

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD 

Pasal 4 

Renstra BLUD memuat : 

a. rencana pengembangan layanan; 

b. strategi dan arah kebijakan; 

c. rencana program dan kegiatan; dan 

d. rencana keuangan. 

Pasal 5 

(1) Sistematika Renstra BLUD disusun sebagai berikut :  

BAB I :   PENDAHULUAN; 

BAB II :   GAMBARAN PELAYANAN; 

BAB III :   PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS; 

BAB IV :   VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN; 

BAB V :   STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; 

BAB VI :   RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN; dan 

BAB VII :   PENUTUP 



(2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

BAB IV  

      KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 6 

Program kegiatan dan pendanaan yang telah dilaksanakan sebelum peraturan 

Bupati ini ditetapkan tetap berlaku sebagai bagian dari perencanaan strategi 

BLUD 2021-2026. 

BAB V  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman. 

BUPATI SLEMAN, 

Ttd. 

KUSTINI SRI PURNOMO 

Diundangkan di Sleman        

pada tanggal 22 Agustus 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SLEMAN,  

      Ttd. 

HARDA KISWAYA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 31

Ditetapkan di Sleman 

pada tanggal 22 Agustus 2022 


